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BAB iV 

SIMPULAN iDAN iSARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan paparan tersebut terkait dengan Penilaian Kinerja 

Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, dapat disimpulkan bahwa Penilaian 

Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Bekasi masih perlu evaluasi secara rutin terkait 

dengan perencanaan dan realisasi anggaran secara signifikan. Hal ini dapat dilihat 

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang 

mana dalam hal realisasinya masih belum direncanakan secara optimal dan sesuai 

kebutuhan organisasi. Dimana, masih terdapat kendala pada bagian perencanaan 

yang perlu diperhatikan secara kualitas sumber daya manusia-nya. 

Lalu, menelaah dari bab IV pada bagian pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekonomis, dapat disimpulkan dari sisi ekonomis kinerja anggaran Dinas 

Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah 

memenuhi kriteria ekonomis. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini 

menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending less). 

2.   Efisiensi, dapat disimpulkan dari sisi efisiensi kinerja anggaran Dinas 

Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai belum 

memenuhi kriteria efisiensi. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini 

menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (belum spending 

wisely). 

3. Efektifitas, dapat disimpulkan dari sisi efektifitas kinerja anggaran Dinas 

Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah 

memenuhi kriteria efektif. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini 

menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending wisely). 

Walaupun dalam pelaksanaan penganggaran dangar dipengaruhi oleh 

beberepa kondisi seperti: kebijakan defisit anggaran, kebijakan pencapaian 

realisasi anggaran, kebijakan pemerintah pusat, dan kondisi darurat bencana 
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2. Saran 

Berdasarkan isimpulan idi iatas, imaka ada beberapa upaya yang harus dilakukan 

iuntuk imeningkatkan ikinerja i ianggaran iDinas iPendidikan iKabupaten iBekasi  

berdasarkan konsep value for money  yaitu i: 

1. Ekonomis 

Kegiatan-kegiatan iyang idilakukan iharus iada ibeberapa ihal iyang idianalisis iagar 

itidak iterjadi ipenggunaan ianggaran iyang isebagian inilai iekonomisnya imasih 

iterdapat inilai i90%. 

2. Efisiensi 

Penggunaan ianggaran iuntuk imemenuhi ikebutuhan iharus imencapai iminimal i60% 

isetiap itahunnya. Alangkah baiknya, jika Dinas Pendidikan Kab. Bekasi lebih 

menekan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas atau kegiatan organisasi dan 

dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu mempertahankan 

kinerja ekonomisnya di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan lebih 

menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan 

sehingga terwujudnya penerimaan anggaran pendapatan tetap efisien. 

3. Efektiftas 

Realisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Bekasi seharusnya berjalan selaras 

dengan perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga penyerapan 

realisasi anggaran selain dapat mencapai angaka minimal 90% setiap tahunnya, 

tetapi juga dapat menyentuh akar perkembangan organisasi. 

Kualitas ipenggunaan ianggaran idimanfaatkan iuntuk imembiayai ikegiatan iyang 

idiprioritaskan idalam imeningkatkan iindeks ipembangunan imanusia, iseperti 

ipeningkatan iliterasi inumerasi idi ilingkungan iDinas iPendidikan iKabupaten iBekasi 

Berdasarkan upaya idi iatas, saran penulis iadalah isebagai iberikut i: 

1. Pimpinan imelakukan imonitoring idan ipenguatan ikepada ipara iPejabat iPembuat 

iKomitmen i(PPK) idan ijuga iPejabat iPelaksana iTeknis iKegiatan i(PPTK) iuntuk 

iselalu ikomitmen idalam ipencapaian itarget ipenyerapan ianggaran iyang itelah 
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idisepakati dan juga i imelaksanakan iprogram ikegiatan isesuai idengan iperencanaan 

iyang isudah idisusun. 

2. Melaksanakan isosialisasi idan isinkronisasi iprogram ikegiatan iantara iBappeda idan 

iDinas iPendidikan iagar iselaras idan isesuai idengan iprogram iPemerintah iDaerah 

idalam ipelaksanannya 

3. Perencana Dinas Pendidikan harus membuat suatu pedoman perencanaan 

kegiatan untuk bidang-bidang yang memiliki anggaran kegiatan/aktivitasnya. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus lebih memperhatikan kode rekening 

belanja di SIPD agar anggaran tepat guna dan sasaran.  
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